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ABSTRAK 
 
Andi Winarni B11109027 Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Makassar dibawah 
bimbingan bapak Muhadar sebagai pembimbing I dan ibu Hj. Nur Azisa 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 
anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui 
bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika. 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Selatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA dan 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Penulis memperoleh data 
dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan 
mengambil data langsung dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
dan BNNP Sulsel, serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan 
yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
(1) Peranan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah 
bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi karena peranan anak sendiri 
atau berasal dari dalam diri anak itu sendiri, seperti tingginya rasa ingin 
tahu anak, rasa penasaran untuk mencoba, kurangnya tingkat 
pengetahuan anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, kurangnya 
pengawasan dari orang tua, dan depresi atau stress yang dialami oleh 
anak karena ada masalah baik dengan orang tua maupun dengan teman. 
(2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika berupa rehabilitasi medis maupun sosial yang telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya 
aturan Wajib Lapor bagi anak penyalahguna narkotika yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 
Lapor Pecandu Narkotika dimana penyalahguna narkotika yang masih di 
bawah umur wajib dilaporkan oleh orang tua/wali-nya untuk mendapatkan 
rencana rehab dan untuk melindungi anak dari proses pidana. Proses 
wajib lapor sendiri dilakukan di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). 
Khusus Provinsi Sulawesi Selatan, IPWL terdapat di RS. Wahidin 
Sudirohusodo, RS. A. Makkasau Pare-pare, RS. Khusus Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Ujung Pandang Baru, 
Puskesmas Kassi-kassi dan YKP2N.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan 
penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang 
sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan 
masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh 
perhatian yang serius dari pemerintah padahal sangat jelas dalam 
Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah 
perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting 
sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta 
sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan 
hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan 
yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu 
tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang 
diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan 
telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan 
seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan 
penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku 
kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.  
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Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu 
mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban 
diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam 
membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-
hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang 
berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak 
para korban.”1 
Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif 
dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan 
kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan 
keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan 
suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi 
kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai 
sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. 
Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi. 
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa 
disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan 
                                                             
1
 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara 
Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008,  hlm 25. 
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timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan 
korban dalam tindak pidana narkotika. 
Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah 
saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang 
mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban 
sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan 
hukum (equality before the law). Perhatian kepada korban dalam 
penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas 
kasihan dan hormat atas martabat korban. 
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami 
perkembangan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan 
ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak 
yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat 
sekitarnya. Oleh Karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan 
atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (social 
control) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar 
kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara 
konsisten. 
Masalah yang bisa dijumpai pada masyarakat yang kian 
berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang 
perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam 
masyarakat. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan 
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internasional karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 
Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran 
orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru sebaliknya terjadi 
dimana korbannya kebanyakan adalah anak di bawah umur. 
Penyalahgunaan narkotika ini tidak luput dari gaya pergaulan yang bebas 
dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. 
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika 
yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah 
merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pada kenyataannya, tindak pidana narkotika menunjukkan 
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, 
remaja, dan generasi muda pada umumnya.2 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-
cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 
                                                             
2 www.kompas.com, diakses tanggal 11 September 2012 pukul 14:45 WITA 
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Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang 
berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan 
persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi 
kelangsungan hidup anak. Hal yang perlu diperhatikan juga masalah 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta 
perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak 
dan bangsa di masa depan. 
Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya 
dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus 
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup 
sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh 
terhadap nilai dan perilaku anak. 
Secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai 
media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seolah-
olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di 
Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. 
Di Makassar pun demikian, kasus penyalahgunaan narkotika yang 
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korbannya adalah anak semakin banyak terjadi. Yang mengherankan 
adalah meskipun pihak yang  berwajib telah banyak menangkap pengedar 
narkotika dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika 
serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus 
narkotika seperti BNN dan Granat yang telah melakukan berbagai 
tindakan pre-emptif dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah 
maupun lingkungan masyarakat lainnya, masih tetap saja kasus 
penyalahgunaan narkotika menjamur di masyarakat. Rasa heran Penulis 
kemudian berubah menjadi rasa penasaran dan berhimpun menjadi 
pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran Penulis tentang merebaknya 
kasus penyalahgunaan narkotika khususnya anak sebagai korban. 
 Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam memudahkan 
penelitian ini, Penulis akan memberikan batasan penilaian dengan 
menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti. 
1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika? 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui sejauh mana perananan anak sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika. 
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak 
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. 
 
Kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang 
berwajib, instansi-instansi maupun orgnisasi terkait serta masyarakat 
dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika yang 
korbannya adalah anak. 
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, 
diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain 
dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi 
yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-
akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai 
suatu kenyataan sosial.3 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.4 
Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang 
berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” 
yang berarti studi/ilmu pengetahuan. 5 
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada 
awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase 
ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, 
viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi 
                                                             
3 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2010, hlm 43.  
4 ibid hlm 43. 
5
 Arief Gosita,  Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 
1993, hlm. 228. 
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meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini desebut sebagai general 
victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi 
yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan 
hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology.6 
Menurut J.E.Sahetapy7 , pengertian Viktimologi adalah ilmu atau 
disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, 
sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu 
pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban 
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan 
penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan 
hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan 
kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang 
dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan 
lain-lainnya. 
Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita 
tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui 
berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab 
munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, 
                                                             
6
 Rena Yulia, op.cit, hlm 44-45. 
7 J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158 
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upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban 
kejahatan.8 
Menurut kamus Crime Dictionary9 yang dikutip Bambang Waluyo : 
Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau 
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati 
atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana dan lainnya. 
 
Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita 10  yang 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau 
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi 
yang menderita. 
 
Korban juga didefinisikan oleh van Boven11 yang merujuk kepada 
Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : 
Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata 
terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) 
maupun karena kelalaian (by omission)… 
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
                                                             
8 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, op.cit, hlm 33. 
9 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 
2011, hlm 9. 
10
 Ibid, hlm 9. 
11 Rena Yulia, op.cit, hlm 50-51. 
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korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana.12 
Menurut J. E. Sahetapy 13 , ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu 
victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 
termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban 
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita14 
adalah sebagai berikut :  
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. 
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara dan sebagainya. 
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. 
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti 
kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen. 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-
                                                             
12
Ibid , hlm 45.  
13
 Ibid, hlm 45.  
14 Ibid, hlm 45-46.  
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masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang 
hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. 15 
Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak 
tertentu dan dari kepentingan tertentu. 
Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 
Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 
yang meliputi : 16 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional; 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup; 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri; 
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan 
lain-lain; 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-
undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi 
kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. 
 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
                                                             
15
 Arief Gosita, op.cit., hlm 39.  
16 Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 22.  
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kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-
struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak 
yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial. 
 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan 
dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat 
mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan 
akan banyak manfaat yang diperoleh. 
Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita17 adalah sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi; 
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 
pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka 
mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi; 
                                                             
17 Rena Yulia, op.cit., hlm 37-38.  
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c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-
struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik 
dan agar menjadi lebih waspada; 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia 
ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri 
terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali 
seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam 
pemerintahan; 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat 
viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan 
kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, 
merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi 
manusia.  
 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu : 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum; 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana; 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan 
15 
 
kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya 
secara dimensional. 
Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 
yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana 
modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan 
aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. 
Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 
Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan 
yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya 
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
16 
 
tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.18 
Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini 
terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. 
 
4. Korban Kejahatan 
Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 
korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun 
juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. 
Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan 
suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, 
dan lainnya.19 
Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang 
disebut korban adalah : 
a. Setiap orang; 
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 
c. Kerugian ekonomi; 
d. Akibat tindak pidana 
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 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, op.cit., hlm 39. 
19 Ibid, hlm 51. 
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Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah : 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak 
asasi yang menderita. 
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka (3) dan 
Pasal 1 angka (5) UUKKR mendefinisikan korban sebagai berikut: 
Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian 
ekonomi, atau mengalami pengabaian, penguruangan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya. 
 
Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah 
menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa 
keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 
pengalamannyaa sebagai target (sasaran) kejahatan.20 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami 
kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
Menurut Mendelsohn21, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu: 
a. Yang sama sekali tidak bersalah; 
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
c. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
d. Yang lebih bersalah dari pelaku; 
                                                             
20
 Ibid, hlm 51. 
21 Ibid, hlm 52. 
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e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau 
kkelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ 
kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat 
atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami 
kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk 
mencegah viktimisasi. 
 
B. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan 
saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 
keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 
Menurut Stephen Schafer22 ditinjau dari persfektif  tanggung jawab 
korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut : 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban; 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, 
dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama; 
                                                             
22
 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, 
2007, hlm 124. 
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3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku; 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.  
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya; 
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat; 
6. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 
Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 
 
Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah23 menyebutkan beberapa 
bentuk,  yakni sebagai berikut : 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak menyangkal/ 
menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi 
dalam penanggulangan kejahatan; 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu; 
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan; 
4. Participating victimsadalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban; 
                                                             
23 Ibid, hlm 124. 
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5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri; 
 
Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, 
sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi 
yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang24 sebagai berikut : 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok); 
b. Secondary victimization,yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan hukum; 
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas; 
d. Mutual victimization,yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika; 
e. No victimization,  yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil 
produksi. 
 
Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri 
sehingga terjadi kejahatan. 
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila 
mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran 
korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 
Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam 
terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak 
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sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang 
pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala 
sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping 
diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran 
kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, 
mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata 
menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru harus 
pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu 
terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 
Hentig 25 , seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan 
bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi; 
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan lebih besar; 
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban; 
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi si korban. 
 
 
                                                             
25
 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2011, hlm 9. 
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C. Anak 
1. Pengertian 
Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau 
generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan 
perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.26 
Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh 
Soerojo Wignjodipoero :27 
Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, 
anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan 
orangtuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula 
dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu 
sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
pada Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa : 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
 
Namun, berbicara mengenai anak yang melakukan tindak pidana 
atau berhadapan dengan hukum maka pembatasan umur didasarkan 
pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu 
pada Pasal 1 angka (1) dimana disebutkan bahwa : 
Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. 
 
                                                             
26
 Edukasi.kompasiana.com, diakses tanggal 11 September 2012, pukul 14:45 wita. 
27 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 173.  
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Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan bahwa : 
Anak nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
 
Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, 
Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Judicial Review terhadap Pasal 1 
angka (1) Undang-Undang Peradilan Anak dimana Mahkamah Konstitusi 
merubah bunyi Pasal tersebut menjadi: 
Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 
12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. 
 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas 
usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 
tahun. Mahkamah Konstitusi berpendapat, batas umur minimal 12 tahun 
lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan 
perlidungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD1945. 
Sejak Judicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 
angka (1) Undang-Undang Peradilan Anak maka dapat digolongkan 
sebagai anak dan bisa dihadapkan dalam proses persidangan anak 
adalah orang yang melakukan tindak pidana dimana pada saat melakukan 
tindak pidana berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun dimana orang 
tersebut belum pernah kawin sebelumnya. 
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Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan 
generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 
Indonesia. 
Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan 
belum dewasa, akan Penulis uraikan beberpa pengertian anak: 
a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana : 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 
72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini 
sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. 
b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata : 
Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa 
anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin 
sebelumnya. 
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c. Pengertian anak menurut Hukum Islam : 
Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq 
atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap 
untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq 
atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah 
ini: 
 Telah berumur 15 (lima belas) tahun 
 Telah keluar air mani bagi laki-laki 
 Telah datang haid bagi perempuan 
Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, Penulis 
juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai 
anak, sebagai berikut: 
d. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (1) menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.” 
e. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (1) sebagai berikut : “Anak adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
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belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi  (MK) 
memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun 
secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, dan 
intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa 
Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak 
anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan 
perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 
1945. 
f. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (2) sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
menikah. 
g. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa anak adalah 
setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang asih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi anak yang Mempunyai Masalah.  
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Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
i.  Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-Hak Anak 
(Convention on The Right of The Child) 
Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda 
dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-
undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah 
sebagai berikut : 
“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan 
belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku 
pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Sedangkan 
pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang 
menderita mental, fisik dan sosial akibat perbuatan jahat 
(tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak 
korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, 
penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, 
pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan 
saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya. 
 
Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan 
usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso28 
terbagi menjadi lima tahap, yaitu : 
a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; 
b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun; 
c. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun; 
d. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17-21 tahun; 
e. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. 
 
                                                             
28
 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 
2011, hlm 12. 
28 
 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, 
maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan Penulis adalah 
pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin 
dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai denga harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak 
Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang 
dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari 
berbagai bentuk kejahatan. 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang 
dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai 
berikut : 
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 
anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan , anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 
 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM) 
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat 
pada Pasal 65 sebagai berikut : Setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, 
perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
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D. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika 
1. Pengertian 
Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) 
baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan 
ketidaksadaran atau pembiusan. 
Sedangkan Sylviana 29  mendefinisikan narkotika secara umum 
sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau 
pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 
syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan 
kesadaran, adalah mengakibatkan  daya khayal/halusinasi (ganja), serta 
menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat 
menimbulkan ketergantungan (dependence). 
Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa 
Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.30 
Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang 
berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.31 
Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu 
yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor 
(bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius. 32 
                                                             
29 Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm 8. 
30 Jhon M. Elhols & Hasan Sadili,  Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm 390. 
31
 Dr. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 
Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78. 
32 Ibid, hlm 78. 
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Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, 
menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.33 
Menurut William Benton34, secara terminologis, narcotic is general 
term for substances that produce lethargy or stuper or the relief of pain 
(narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang 
mengakibatkan kelemahan/ pembiusan atau mengurangi rasa sakit).  
Soedjono35, dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika 
sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama 
mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.  
Smith Kline dan French Clinical 36  memberikan definisi narkotika 
sebagai berikut : 
Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their 
depressant effect on the central system. Include in this definition 
are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and 
synthetic opiates (meperidin, methadone). 
Artinya: 
Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi 
narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain 
dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin 
dan metahdon) 
Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat 
menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah 
viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat 
                                                             
33 Ibid, hlm 78. 
34
 Ibid, hlm 78. 
35
 Ibid, hlm 78-79. 
36 Ibid, hlm 79. 
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menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih 
sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.37 
Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 
Makaro38 juga mengutip Pasal 4 V.M.O. staatbland 1972 No.278 jo. 
No.536 yang menyatakan bahwa narkotika ditujukan untuk tujuan 
pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, 
cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mareka 
yang ditentukan undang-undang, yaitu :  
a. Apoteker dan ahli kedokteran; 
b. Dokter hewan; 
c. Pengusaha pabrik obat.  
Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan 
sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut 
juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang 
membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. 
                                                             
37
 Ibid, hlm 79. 
38 Makaro Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 19. 
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Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia 
pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan 
pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada 
bahayanya, namun penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan 
dan tujuan ilmu pengetahuan masih dapat dibenarkan. 
Dari beberapa definisi yang penulis ungkapkan di atas, maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang 
dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau 
pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa 
mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta 
dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh 
menteri kesehatan sebagai narkotika. 
 
2. Jenis-Jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa 
narkotika digolongkan menjadi : 
a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam 
34 
 
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 
Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 5062, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain 
sebagai berikut : 
a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh 
dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya 
mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan 
pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 
c. Opium masak terdiri dari : 
1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui 
suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 
bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi 
suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 
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2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun 
atau bahan lain. 
3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau 
dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon 
dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara 
langsung atau melalui perubahan kimia. 
f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun 
koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan 
kokaina. 
g. Kokaina, metil ester-1-besoil ekgonina. 
h. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua 
bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan 
tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar 
ganja dan hasis. 
Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga 
menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, 
kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. 
Berikut ini Penulis kemukakan beberapa jenis narkoba yang cukup 
populer : 
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a. Opium39 
Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar 
dari kotak biji tanaman Papaver somni vervum yang belum masak. 
Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut 
jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. 
Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan 
mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami 
candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida 
dalam bentuk cairan, padat dan bubuk. 
Ciri-ciri tanaman Papaver somni verum adalah sebagai berikut : 
 Tingginya 70-110 cm; 
 Daunnya hijau lebar berlekuk-lekuk; 
 Panjangnya (daun) 10-25 cm; 
 Tangkainya besar berdiri menjulang ke atas keluar dari 
rumpun pohonnya; 
 Berbunga (merah, putih, ungu); dan 
 Buahnya berbentuk bulat telur. 
 
Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada : 
1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh 
dari dua tanaman Papaver somni verum yang hanya mengalami 
pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan 
tanpa memerhatikan kadar morfinnya. 
2) Opium masak adalah : 
 Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui 
suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 
                                                             
39 Dr. Mardani, op.cit., hlm 81. 
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pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-
bahan lain, dengan maksud mengubahnnya menjadi suatu 
ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 
 Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa 
memerhatikan apakah candu itu dicammpur dengan daun 
atau bahan lain. 
 Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
3) Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami 
pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam 
bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan 
syarat farmakologi. 
b. Morphin 
Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal 
dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari 
opium. Morphin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, 
rasanya pahit, berbentuk Kristal putih, dan warnanya makin lama 
berubah menjadi kecoklat-coklatan.40 
Morphin adalah alkoloida utama dari opium, dengan rumus 
kimia C17 H19 NO3. Ada tiga macam morphin yang beredar di 
masyarakat, yaitu : 
                                                             
40 Ibid, hlm 83. 
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 Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam 
sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara 
injeksi; 
 Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur 
atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali 
lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara 
menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan 
menyilet tubuh; 
 Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan 
menelan. 
c. Ganja 
Tanaman ganja adalah dammar yang diambil dari semua 
tanmana genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Dammar 
ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk 
hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan 
dasar. 
Ganja atau marihuana (marijuana) atau cannabis. Ganja bagi 
para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, 
daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, 
bunga, ikat dan labang. 
Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah 
aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua 
jenis, yakni : 
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1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang 
bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk 
pembuatan tali. 
2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, 
biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja. 
d. Cocaine 
Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan 
atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon 
dari keluarga erythroxlaceae, yang menghasilkan kokain secara 
langsung atau melalui perubahan kimia.  Kokaina mentah adalah 
semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah 
secara langsung untuk mendapatkan kokain.41 
Gejala yang timbul akibat penggunaan kokain diantaranya 
adalah mudah marah, depresi, cemas, gelisah, dan kehilangan 
gairah untuk melakukan sesuatu. 
Sementara dampak yang kemudian timbul adalah pandangan 
kabur, halusinasi, gemetar berlebihan, perilaku agresif, memicu 
serangan jantung, stroke dan gagal ginjal. 
e. Heroin  
Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintesis 
turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses 
penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara 
                                                             
41 Ibid, hlm 84. 
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acethalasi dengan aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, 
asam cuka, anhidraid atau asetilklorid. 
Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau 
gumpalan yang berwarna kuning tua sampai cokelat. Jenis 
ini sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan 
hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelap disebut juga gula 
merah (red sugar). 
2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-
abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari 
morphine ke heroin yang belum murni. 
3) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil 
kebanyakan agar berwarna abu-abu juga diberi warna lain 
untuk menandai cirri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih 
dicampur kafein, barbital, dan kinin. 
4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan Kristal 
khusus untuk disuntikkan. 
 
Dampak penggunaan heroin diantaranya detak jantung lemah 
dan sesak napas, kerusakan paru-paru, ginjal dan hati, sulit buang 
air besar, serta sulit konsentrasi. 
f. Narkotika sintetis atau buatan 
Sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia 
secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza 
(Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). 
Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama 
berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada 
perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. 
Narkotika sintetis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai 
menurut reaksinya terhadap pemakainya. 
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1) Depressants  
Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek 
mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga 
dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau 
mempermudah orang untuk tidur. 
2)  Stimulants 
Merangsang system syaraf simpatis dan berefek kebalikan 
dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan 
kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, 
merasa lebih tahan bekerja, merangsang gembira, sukar 
tidur, dan tidak merasa lapar. 
3) Hallucinogens/halusinasi 
Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-
perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada 
halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang 
salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah 
itu nyata atau hanya ilusi saja. 
4) Obat adiktif lain 
Yitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer (bir), 
wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Pecandu alcohol 
menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, 
asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan vitamin 
B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka 
merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena 
gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat 
yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf 
pusat seperti, neuropati yang dapat mengakibatkan koma. 
 
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan 
Narkotika 
Relevan dengan perlindungan korban, dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan 
rehabiltasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59), penghargaan (Pasal 109 
sampai dengan Pasal 110), dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi 
dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penghargaan 
diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya 
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membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 
Untuk kepentingan pengobatan dan berindikasi medis, dokter dapat 
memberikan narkotika golongan II atau III dalam jumlah terbatas kepada 
pasien (vide Pasal 53). Sedangkan untuk pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). 
Jadi rumusannya wajib untuk rehabilitasi dan dapat untuk 
pasien/pengobatan. Penjabaran terhadap beberapa istilah seperti 
rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pecandu narkotika, dan lain-lain 
adalah sebagai berikut. 
a. Rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16) adalah suatu proses kegiatan 
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 
ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit 
yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan 
rehabilitasi dengan persetujuan. 
b. Rehabilitasi sosial (Pasal 1 angka 17) adalah suatu proses kegiataan 
pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar 
bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 
dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu 
narkotika diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 
Rehabilitasi sosial inni, termasuk melalui pendekatan keagamaan, 
tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. 
c. Pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13) adalah orang yang 
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 
d. Korban penyalahgunaan narkotika (penjelasan Pasal 54) adalah 
seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, 
diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan 
narkotika. 
 
Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh 
hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan 
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kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, 
hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu 
narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana 
narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang 
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. 
Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan 
dalam presfektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses 
penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai rasa keadilan. Falsafah 
yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak memberikan 
perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan bagian apresiasi 
penegakan hak asasi manusia.42 
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak 
di bawah umur, maka perlindungan hukum bagi anak telah tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 
ayat (1). 
Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup 
umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
 
                                                             
42
 http://skripsitesishukumsospol.blogspot.com, diakses tanggal 19 Oktober 2012, pukul 12:50 
wita 
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Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah 
dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, 
khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan 
orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab 
pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Dimana yang 
dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seorang 
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa: 
Pecandu Narkotika yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh 
orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (1) tidak dituntut pidana. 
 
Dari kedua pasal inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang 
dalam hal ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika tidaklah 
dituntut pidana sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 128 ayat (2) dan 
hanya wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan fokus penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Selatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A, dan 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Pertimbangan mengenai 
dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di 
beberapa lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat 
dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif 
dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan 
skripsi yaitu untuk untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab 
sehingga anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika serta upaya 
penanggulangannya. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian. 
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1)  Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan 
karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek 
penelitian. 
2)  Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1) Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang 
dijadikan landasan teoritis. 
2) Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode 
wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam 
bentuk Tanya jawab terhadap narasumber (korban) atau pihak-
pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan 
informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. 
47 
 
D. Analisis Data 
  Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 
menjawab rumusan masalah.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di Kota Makassar. Wilayah Kota Makassar berada 
pada koordinat 119 derajat Bujur Timur dan 5,8 derajat Lintang Selatan 
dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. 
Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 
0-5 derajat ke arah barat. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya 
berjumlah kurang lebih 175,77 km2 daratan dan termasuk 11 pulau di 
Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km
2
. 
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu: 
1. Kecamatan Tamalate 
2. Kecamatan Mariso 
3. Kecamatan Wajo 
4. Kecamatan Ujung Tanah 
5. Kecamatan Tallo 
6. Kecamatan Tamalanrea 
7. Kecamatan Biringkanaya 
Sedangkan batas-batas wilayah administrative dari letak Kota 
Makassar , antara lain: 
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
49 
 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
Wilayah Kota Makassar termasuk daerah beriklim panas. 
Kelembaban udara berkisar antara 97 derajat celcius sampai 99 derajat 
celcius dengan temperature berkisar 27 derajat celcius sampai dengan 35 
derajat celcius. Pada periode April sampai dengan September, bertiup 
angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober sampai 
dengan Maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim 
kemarau di Kota Makassar. 
 
B. Peranan Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika 
Terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor 
yang bersifat eksternal, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi 
pada kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Anak 
merupakan korban yang sangat rentan dijadikan sebagai subjek kejahatan 
penyalahgunaan narkotika ini. 
Mudahnya Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak ini terjadi 
karena beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan, pendidikan, faktor 
ekonomi dan faktor agama. Pada penelitian kali ini Penulis akan 
melakukan pengkajian terkait peranan anak sebagai korban dalam 
penyalahgunaan narkotika. Penulis mennganggap perlu untuk melakukan 
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pembahasan terkait hal ini karena pada tempat lokasi penelitian Penulis, 
kejahatan penyalahgunaan narkotika sering ditemui. Hal ini dapat dilihat 
pada data yang diperoleh Penulis di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar pada penelitian yang dilakukan tanggal  17 Desember sampai 
dengan 29 Desember 2012 bertempat di unit Reserse Narkoba 
Polrestabes Makassar:  
Tabel 1 
Data terkait pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak 
No. Tahun Jumlah Pelaku Ket. 
1. 2008 -  
2. 2009 1 orang  
3. 2010 2 orang  
4. 2011 5 orang  
5. 2012 15 orang  
Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar unit Reserse Narkoba 
Berdasarkan  data di atas dapat dilihat bahwa tiap tahunnya terjadi 
peningkatan jumlah pengguna narkotika yang usianya berkisar dari 10 
tahun sampai dengan 17 tahun. 
Pada tahun 2008 tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Tahun 2009 
ditemukan ada 1 (satu) orang anak yang menyalahgunakan narkotika. 
Peningkatan selanjutnya terjadi pada tahun 2010 dimana ditemukan ada 2 
(dua) orang anak yang menyalahgunakan narkotika. Tahun 2011 kembali 
terjadi peningkatan dengan ditemukannya 5 (lima) orang anak yang 
menyalahgunakan narkotika. Peningkatan signifinakan terjadi pada tahun 
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2012 dimana jumlah anak yang menyalahgunakan narkotika naik menjadi 
15 (lima belas) orang anak. 
Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian 
dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anak masih belum optimal. Bahkan dapat dikatakan sama 
sekali tidak melakukan upaya  penanggulangan karena peningkatan yang 
terjadi terkait kejahatan tindak pidana narkotika meningkat drastis dari 
tahun ke tahun. 
Selain melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Penulis juga 
melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan berupa wawancara dengan bapak Eko Budiono selaku Kepala 
Seksi Bagian Pemberdayaan Alternatif BNNP Sulsel terkait peranan anak 
dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal penyalahgunaan narkotika 
yang dilakukan oleh anak, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, 
faktor lingkungan dan faktor ketersediaan narkoba. 
Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan 
narkotika, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah faktor diri. 
Faktor diri yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang muncul dari 
dalam diri anak yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga anak 
menyalahgunakan narkotika. Faktor yang dimaksud adalah: 
a. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa 
memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari 
b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran 
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c. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau 
lingkungan tertentu 
d. Ingin lari dari masalah 
e. Kebosanan atau kegetiran hidup 
f. Menderita kecemasan dan keterasingan 
g. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya 
h. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan 
menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan 
i. Merasa tidak mendapat perhatian 
j. Tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau 
lingkungan pergaulan 
k. Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 
l. Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak 
m. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkotika 
n. Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak 
tertekan (depresi) 
Dari semua faktor diri diatas, perlu diketahui bahwa anak adalah 
manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Tingginya rasa ingin tahu, 
keinginan mencoba sesuatu karena penasaran merupakan sebuah proses 
menuju dewasa. Tapi terkadang, hal ini justru membuat anak salah dalam 
mengambil keputusan. Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi serta rasa 
penasaran mereka untuk mencoba hal baru, jika tidak diarahkan dengan 
benar oleh orang tua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran 
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anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak 
menyalahgunakan narkotika. 
Selanjutnya, keinginan anak untuk dapat diterima disuatu kelompok 
atau komunitas tertentu juga menjadi salah satu penyebab anak 
menyalahgunakan narkotika. Seorang anak akan melakukan apa saja 
tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Hal ini berkaitan 
erat dengan ketidak-mampuan anak dalam membentengi diri terhadap 
pengaruh negatif dari lingkungannya, kurangnya keimanan dalam diri 
anak dan adanya pikiran yang muncul dari anak bahwa bersama 
kelompok yang baru, anak merasakan kesenangan. 
Selain karena rasa ingin tahu dan mencoba karena penasaran, 
penyalahgunaan narkotika oleh anak juga terjadi karena adanya masalah 
yang dihadapi oleh anak sehingga membuat anak depresi atau merasa 
tertekan. Masalah yang muncul baik dengan keluarga, teman-teman 
ataupun dari diri anak sendiri. 
Selaras dengan yang dikemukakan oleh bapak Eko Budiono tentang 
faktor diri, hal yang sama juga Penulis dapatkan dari wawancara yang 
dilakukan dengan 3 (tiga) orang anak korban penyalahgunaan narkotika 
yang saat ini menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas IIA Sungguminasa , dimana dari hasil wawancara tersebut 
ada 2 (dua) orang anak yang mengaku menggunakan narkoba karena 
ingin coba-coba, sementara satu orang lagi mengaku menggunakan 
narkoba karena beratnya beban pekerjaan yang harus ia tanggung di 
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usianya yang masih 17 tahun dan adanya masalah yang terjadi di dalam 
keluarga. 
Responden pertama bernama Ewing. Usianya 17 tahun saat 
menggunakan narkoba. Ia mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-
shabu yang didapatkan langsung dari bandar hanya karena penasaran 
ingin mencoba. Saat ditanya tentang sejauh mana ia mengetahui tentang 
dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika, Ewing mengatakan bahwa 
ia tahu tapi karena sudah sering menggunakan, maka akhirnya ia susah 
berhenti. 
Responden kedua bernama Arman. Usianya juga 17 tahun ketika 
menggunakan narkoba. Mengaku menggunakan narkoba jenis cannabis 
atau ganja yang didapatkan dari teman. Arman menggunakan narkoba 
karena dipengaruhi oleh teman dan ingin tahu rasa dari narkoba yang ia 
gunakan. Ia tidak tahu tentang akibat dari penyalahgunaan narkotika 
karena tidak pernah mendapatkan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang 
penyalahgunaan narkotika sebelumnya. 
Responden terakhir, bernama Dana. Juga berumur 17 tahun saat 
pertama kali menggunakan narkotika. Menggunakan narkoba jenis shabu-
shabu yang di dapatkan dari teman karena masalah pekerjaan berat yang 
harus ia lakukan setiap hari dan adanya masalah dalam keluarga. 
Beratnya beban pekerjaan yang ia pikul membuatnya mengeluh kepada 
teman dan disarankan untuk menggunakan shabu-shabu dalam bentuk 
kristal.    
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Menanggapi hasil wawancara diatas Penulis mengemukakan 
bahwa peranan korban dalam penyalahgunaan narkotika berasal dari 
faktor diri. Penulis sepakat dengan yang dikemukakan bapak Eko Budiono 
bahwa memang benar peranan korban juga mempengaruhi terjadinya 
tindak pidana. Hal yang sama juga Penulis dapati berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan di Kepolisian. Wawancara dilakukan dengan 
bapak Kamaruddin yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab 
terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah faktor diri. Faktor 
diri yang dalam hal ini menyangkut rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi, 
menjadikan anak memiliki keinginan menentang otoritas dan mencoba hal 
baru yang membawa “kenikmatan” dan risiko tersendiri adalah ciri dari 
gejolak remaja yang membuat mereka rentan dalam soal narkoba. 
Keluarga dalam hal ini adalah orang tua yang terlalu sibuk bekerja 
sehingga tidak terlalu mengawasi pergaulan anaknya dengan baik. Selain 
itu, adanya masalah dalam keluarga juga ikut mempengaruhi lemahnya 
mental anak dalam menghadapi tekanan dalam keluarga sehingga 
berujung pada perilaku negatif yang dilakukan anak, salah satunya adalah 
menyalahgunakan narkotika.  
Lanjut bapak Kamaruddin menjelaskan bahwa pergaulan yang 
tidak di sertai pengawasan oleh orang tua, menyebabkan pengaruh 
negatif terhadap anak tidak dikelola dengan baik, sehingga dalam 
melakukan tindakan tidak memperhitungkan dampak yang nantinya akan 
dihasilkan.  
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Menanggapi hasil wawancara diatas, Penulis menyimpulkan bahwa 
pada akhirnya apa yang Penulis dapatkan baik pada Kepolisian Resort 
Kepolisian Kota Makassar, maupun pada BNNP Sulawesi Selatan, kurang 
lebih sama saja. Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan 
oleh anak tidak lain berasal dari dalam diri anak itu sendiri, seperti: 
1. Tingginya rasa ingin tahu anak; 
2. Kurangnya tingkat pengetahuan yang dimiliki anak tentang narkoba; 
3. Kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua karena kedua 
orang tua sibuk bekerja; 
4. Rendahnya pemahaman anak tentang agama yang bisa menjadi 
benteng bagi dirinya dalam menolak segala pengaruh buruk dari luar; 
5. Depresi/ stress yang dialami anak karena ada masalah baik itu dengan 
orang tua ataupun dengan teman. 
 
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 
Penyalahgunaan Narkotika 
 
Anak sebagai korban kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan 
hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga 
untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan 
beberapa upaya agar anak yang menjadi korban kejahatan dapat 
menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. 
Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai korban 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sifat narkotika yang 
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memberikan efek kecanduan kepada korban harus menjadi perhatian 
lebih bagi aparat guna menjamin bahwa anak tersebut tidak mengulangi 
perbuatannya di kemudian hari. Untuk mengetahui upaya perlindungan 
hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika, Penulis melakukan penelitian pada Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan dan mewawancarai bapak Eko Budiono terkait 
upaya yang dilakukan BNN untuk memberikan perlindungan hukum bagi 
anak korban kejahatan, beliau mengemukakan bahwa upaya perlindungan 
hukum yang diberikan adalah proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi 
korban.  
Ada dua jenis rehabilitasi yang disediakan oleh Balai Rehabilitasi 
BNN yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis 
berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit 
komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual 
diagnosis, voluntary counseling and testing (VCT). Sementara 
Rehabilitasi Sosial berupa program bimbingan kerohanian, bimbingan 
mental dan spiritual, serta kepramukaan. 
Rehabilitasi medis diawali detoksifikasi yang merupakan bentuk 
terapi untuk menghilangkan racun (toksin) narkoba dari tubuh 
penyalahguna narkotika. Dalam terapi ini digunakan jenis obat-obatan 
yang tergolong major tranquilizer  untuk mengatasi gangguan sistem 
sinyal penghantar syaraf pada susunan saraf pusat. Metode detoksifikasi 
ini memakai sistem block total, artinya penyalahguna narkotika tidak boleh 
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lagi menggunakan narkoba atau turunannya dan juga tidak menggunakan 
obat-obatan sebagai pengganti atau substitusi. Dengan rehabilitasi ini 
mantan penyalahguna narkotika benar-benar sehat. Secara umum, proses 
rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, 
program rehab rawat jalan/ inap dan program pasca rehab. Asesmen 
dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi. Asesmen 
bersifat rahasia, dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggung 
jawab. 
Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi anak harus memperhatikan 
kondisi perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak 
untuk memperoleh pendidikan. Rawat inap bagi anak pun tidak boleh 
digabungkan dengan rawat inap dewasa. 
Proses rehab medis terkait putusan pengadilan diselenggarakan 
dengan fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan. 
Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis 
bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang 
telah diputus oleh pengadilan. Rehabilitasi medis bagi pasien terhadap 
pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah 
diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan: 
a) Program rawat inap selama minimal 3 bulan; 
b) Program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka 
panjang atau rawat jalan untuk penggunaan rekreasional dan usia 
kurang dari 18 tahun; dan 
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c) Program pasca rawat minimal 2 kali pertemuan dalam seminggu, 
meliputi rehab sosial dan pengembalian ke masyarakat. 
Kemudian, rehabilitasi sosial lebih mengarah kepada program 
bimbingan penyalahguna dalam bidang keagamaan, bagaimana 
penyalahguna ketika keluar dari panti rehabilitasi tidak terkucilkan di 
lingkungannya, dan penyalahguna juga diberikan keterampilan baik 
secara indoor maupun outdoor. 
Lanjut bapak Eko Budiono, selain proses rehabilitasi medis dan 
sosial, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu dan 
penyalahguna narkotika adalah wajib lapor yang diatur dalam PP Nomor 
25 Tahun  2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 
Wajib lapor adalah kegiatan melporkan diri yang dilakukan oleh pecandu 
narkotika yang sudah cukup umur atau keluarga, dan/atau orang tua atau 
wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi 
penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi penerima wajib 
lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
pemerintah. IPWL sesuai SK Menkes untuk daerah Sulawesi Selatan 
menetapkan 3 Rumah Sakit dan 3 puskesmas, sementara IPWL sesuai 
SK MenSos ditetapkan 1 yayasan sosial, sebagai berikut: 
1) RS. Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan 
2) RS. Makkasau Pare-pare 
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3) RS. Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
4) Puskesmas Jongaya 
5) Puskesmas Ujung Pandang Baru 
6) Puskesmas Kassi-kassi 
7) YKP2N 
Pecandu atau pengguna atau penyalahguna narkotika yang 
melaporkan dirinya ke IPWL maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur 
dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 
sampai dengan Pasal 59 tentang Rehabilitasi dan Pasal 128 ayat (2) 
tentang Ketentuan Pidana dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib 
Lapor. Selain itu, tujuan dari melaporkan diri adalah untuk mendapatkan 
rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani 
terapi/ rehabilitasi medis ini maka pecandu, pengguna atau penyalahguna 
narkotika bisa sembuh dalam artian no crime, no drugs dan healthy life 
Pada kenyataannya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu atau 
pengguna yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, 
dan Pasal 58. Dan dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (2) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: 
(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: 
a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana narkotika; atau 
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 
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rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana narkotika. 
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu 
narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 
 
Jadi, sesuai dengan pasal di atas maka hakim yang memeriksa 
perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim 
dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat 
menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Undang-undang 
narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna 
narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
memberikan jaminan tidak dituntut pidana karena pengguna belum cukup 
umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
Dalam hal pecandu atau pengguna telah tertangkap tangan 
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan sedang menjalani 
proses peradilan maka ia dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi 
medis dan/atau rehabilitasi sosial, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat 
(4) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 
62 
 
Narkotika hal tersebut adalah kewenangan penyidik, penuntut umum atau 
hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Tim Dokter. Hasil dari Tim Dokter tersebut disatukan 
dalam berkas pemeriksaan dan dijadikan lampiran dalam pemberkasan 
tersebut sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk putusan dan 
penetapan hakim dalam penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis 
dan sosial. 
Menanggapi hasil wawancara diatas, Penulis mengemukakan 
bahwa apa yang dilakukan oleh BNN sudah sangat optimal. Adanya 
aturan berupa Wajib Lapor bagi pengguna atau penyalahguna narkotika 
yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 merupakan salah satu 
bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi anak sebagai korban dari 
penyalahgunaan narkotika. Kalaupun anak terbukti menggunakan 
narkotika dan harus melalui proses peradilan maka haknya untuk 
mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial, telah 
dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 ayat 
(1) huruf a.  Penulis hanya menyarankan agar BNN tidak hanya mengurusi 
terkait upaya penanggulangan yang bersifat represif saja. Perlu dilakukan 
upaya yang bersifat prefentif, dalam hal ini bersama-sama dengan aparat 
kepolisian untuk mencegah dijadikannya anak sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika. Mengingat bahwa bersadarkan data yang 
diperoleh oleh Penulis, terjadi peningkatan tiap tahunnya mengenai 
kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak. Jadi, aparat yang memilki 
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tugas dan kewenangan di bidang penanggulangaan penyalahgunaan 
narkotika tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat telah terjadinya 
kejadian tetapi lebih mengedapankan upaya penanggulangan terjadinya 
kejahatan tersebut. Selain itu, BNN juga perlu melakukan himbauan-
himbauan kepada masyarakat terutama kepada kepala keluarga untuk 
bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak agar 
anak tidak dijadikan korban dalam penyalahgunaan narkotika. 
Berdasarkan pembahasan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa 
upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak telah terlaksana 
dengan baik karena telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa 
sedikitpun melukai hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi medis 
maupun sosial yang bertujuan memberikan kesembuhan pada diri anak 
sebagai korban penyalahgunaan narkotika. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Peranan anak sebagai korban kejahatan penyalahgunaan narkotika 
berasal dari dalam diri anak sendiri yang disebut Faktor Diri, berupa: 
a. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru 
tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari 
b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran 
c. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok 
atau lingkungan tertentu 
d. Ingin lari dari masalah 
e. Kebosanan atau kegetiran hidup 
f. Menderita kecemasan dan keterasingan 
g. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya 
h. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan 
menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan 
i. Merasa tidak mendapat perhatian 
j. Tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau 
lingkungan pergaulan 
k. Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 
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l. Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak 
m. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkotika 
n. Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak 
tertekan (depresi) 
Dikaitkan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan 
narkotika, Penulis menghubungkan kesimpulan yang ada dengan 
pendapat Ezzat Abdul Fattah yang dikutip dari buku Lilik Mulyadi yang 
menyebutkan beberapa bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan adalah nonparticipating victims, latent or predisposed victims, 
provocative victims, participating victims, dan false victims. Dalam hal 
penyalahgunaan narkotika, maka yang paling tepat dengan dengan 
pendapat Ezzat Abdul Fattah adalah false victim yaitu pelaku yang 
menjadi korban karena dirinya sendiri. 
Sementara, jika mengikuti pendapat Stephen Schafer maka Penulis 
memasukkan self-vitimizing victims sebagai pendukung peranan korban 
dalam penyalahgunaan narkotika, dimana menurut Stephen Schafer 
bahwa pelaku menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya 
sendiri. Oleh karena itu, pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak 
pada korban karena ia sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Menurut Sellin 
dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika merupakan “mutual 
victimization” yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.  
2. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak telah terlaksana 
dengan baik karena telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa 
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sedikitpun melukai hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi medis 
maupun sosial yang bertujuan memberikan kesembuhan pada diri 
anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. 
Perlindungan hukum selain berupa rehabilitasi medis maupun 
sosial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, juga adanya aturan Wajib Lapor yang diatur dalam PP Nomor 
25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 
Tujuan dari wajib lapor ini selain sebagai pengajuan rencana rehab, juga 
untuk melindungi anak korban penyalahgunaan narkotika dari proses 
pidana jika sebelumnya orang tua/ wali dari anak telah melaporkan anak 
korban penyalahgunaan narkotika tersebut ke IPWL yang telah ditentukan 
oleh pemerintah. 
Namun pada dasarnya, jika memang anak harus melalui proses 
peradilan maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memutus 
untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi baik kepada pecandu atau pengguna yang 
terbutkti menggunakan narkotika maupun yang tidak terbukti 
menggunakan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 
pecandu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 
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B. Saran  
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis 
memberikan saran agar: 
1. Orang tua lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan 
kepada anak agar anak tidak salah dalam bergaul. 
2. Orang tua menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga 
mengingat kondisi anak yang masih labil dan mencari jati diri sangatlah 
sensitif. Sedikit saja kesalahan atau ketidakharmonisan yang dirasakan 
oleh anak, maka sangat mudah bagi anak untuk depresi. 
3. Senantiasa mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak agar dalam 
menyelesaikan masalah, anak tidak perlu lari ke hal-hal negatif yang 
dapat merusak diri anak seperti menggunakan narkoba. 
4. Memberikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada anak agar 
dengan ilmu yang ia miliki, anak bisa membentengi diri untuk tidak 
mudah menerima pengaruh dari luar. 
5. Memperbanyak kegiatan positif diluar rumah, seperti memperbanyak 
olahraga, mengikuti aktifitas ekstra kurikuler di sekolah, dan melakukan 
aksi-aksi sosial untuk masyarakat.  
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